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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang
disahkan tanggal 25 Februari 2003 dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk
usaha pemerintah dalam mengatur rasa keadilan yang menyangkut para
pekerja (buruh) dan majikan (pengusaha) yang ada di seluruh Indonesia.”
Juga, sebagai usaha menjunjung nilai-nilai keadilan dalam segala hai yang
menyangkut kehidupan masyarakat, sebagaimana terkandung pada sila ke 5
dari Pancasila.”’

Tentu saja, usaha-usaha tersebut sangat relevan dan positif, mengingat
sejarah perburuhan Indonesia yang tidak lepas dan “catatan hitam”. Diantara
contoh kasus tersebut adalah pembunuhan Marsinah (buruh di Sidoarjo) yang
tidak terungkap sampai sekarang, ketidakaditan di depan hukum yang masth

terasa kurang menguntungkan pihak pekerja.”’ SBSI (Serikat Buruh Seluruh

Y palam UU ini dibagi dalam 18 bab dan 192 pasal, antara lain memuat; 1) landasan,
asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, 2) perencanaan tenaga kerja dan mmformasi
ketenagakerjaan, 3) pelatihan kerja, 4) penempatan tenaga kerja, 5) periuasan kesempatan kerja, 6)
penggunaan tenaga kerja asing, 7) hubungan kerja, 8) pemutusan hubungan kerja, dan lain-lamn.
Namun ketika diundangkan masth banyak juga demonstrasi penolakan terhadap perundangan
tersebut. Lebih lengkap tentang komentar dari berbagai LSM dan sikap penolakan terhadap UU
No. 13 Tahun 2003 dapat dilihat pada SKH Kompas, Z Mei 2003, “Ribuan Buruh Tolak UU
Ketenagakerjaan™.

*) Pasal ke 5 dari Pancasila berbunyi, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

¥ Buruh yang bernama Hamdani adalah contoh yang sangat memperihatinkan. Kasus
yang terkcnal dengan “Sandal Bolong”, Hamdani (25 tahun) seorang buruh di PT. Osaga Mas
Utama, Tangerang yang dipenjara 3 bulan karena dituduh mencuri sandal pabrik. Padahal sandal
tersebut telah bolong dan sering dipakai bersama kawan-kawannya untuk mengambil air wudu’
Tapi, karena dia pernah memimpin teman-temannya berdemonstrasi, jadilah sandal bolong
tersebut dyjadikan senjata untuk menjeratnya dalam proses pidana. Lihat SKH Kompas, 5 Januarni
2002, hlm. 1dan i1.
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Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan perlindungan
pemerintah dengan menerbitkan beberapa kali perundangan tentang
ketenagakerjaan”  yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan
ketenagakerjaan Indonesia seperti tidak ada artinya. Padahal buruh merupakan
aset nasional dalam pembangunan. Sumber daya manusia dalam proses
produksi yang harus dilindungi, tapi sekali lagi, posisi tawar buruh selalu
lemah dan tidak menguntungkan sebagai sebuah komponen yang sama
penting dalam suatu proses produksi.

Dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa warga negara
mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum, baik meliputi hukum
private maupun hukum public. Barangkali secara yuridis, pasal tersebut dapat
dikontekstualisasikan bahwa hubungan antara buruh dan majikan mempunyai
hak sama untuk mendapatkan perlindungan kepastian hukum. Walaupun
secara sosiologis, ternyata selalu saja terdapat benturan hak dan kewajiban,
banyak pergolakan dan pelecehan terhadap buruh. Kasus-kasusnya pun
beragam, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, pemberian upah
minimum (UMR) yang tidak standar, kesejahteraan, atau pun kesehatan dan
keselamatan kerja yang kurang diperhatikan. Ironisnya, semua itu adalah demi

efesiensi produksi.

Y Sejak zaman kolonial, setidaknya telah 15 kali perundang-undangan tentang

ketenagakerjaan/perburuhan yang berlaku di Indonesia telah diterbitkan. Diantaranya adalah
Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia
(Staatblad tahun 1887 No. 8), UU No. 25 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 1998, UU No. 28 Tahun
2000 dan terakhir UU No. 13 Tahun 2003. Lebih lengkap lihat Pengantar UU No. 13 Tahun 2003,
tentang Ketenagakerjaan, Cet. 1, (Semarang: Dahara Prize, 2003), hlm. v-viii,



Hubungan kerja secara khusus telah diatur dalam sebuah perjanjian
kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Hal ini menunjukkan bahwa
tanpa adanya suatu perjanjian kerja, maka tidak ada hubungan kerja dan tidak
ada akibat hukum antara buruh dan majikan. Sebab di dalam sebuah hubungan
kerja terdapat suatu sistem aturan penjagaan harkat dan martabat masing-
masing pihak agar terjalin hubungan yang serasi dan dinamis berdasarkan
prinsip keselarasan dan kesinambungan antara hak dan kewajiban.”

Perspektif Islam, segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan
aktifitas manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT dan antar
manusia dengan manusia telah diatur. D1 dalam hukum figh dikenal adanya
aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam
hidup bermasyarakat yang dikenal dengan hukum muamalat. Adapun obyek
muamalah dalam pengertian yang terbatas hanya menyangkut urusan-urusan
perdata dalam hukum kebendaan yang meliputt hak dan pendukungnya, benda
dan milik atas benda, dan perikatan hukum (akad).”

Kajian muamalah yang meliputi hubungan kerja, dapat dikatakan
sebagai suatu yang penting. Karena didalamnya melahirkan berbagai hak dan

kewajiban, termasuk juga tentang perjanjian kerja. Pada dasarnya, perjanjian

% Lihat pasal per pasal dalam Bab IX, UU No. 13, Tahun 2003 atau pasal 12 UU No. 25
Tahun 1997.

® Ahmad Azhar Basyir, Azaz-azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),
(Yogyakarta: FH-UI1, 1983), him. 11.



kerja dalam Islam sama dengan sewa menyewa atau ijarah, akan tetapi pada
perjanjian kerja ini kemanfaatanya atas suatu tenaga atau perbuatan.”

Islam juga mengatur kewajiban dan hak seorang majikan terhadap
buruhnya, begitu pula seorang buruh melakukan kewajibannya dan menuntut
haknya sesuai dengan perjanjian kerja berdasar prinsip kemaslahatan.
Sehingga buruh (pekerja) ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor
produksi. Ini menunjukkan penempatan buruh (pekerja) sebagai bagian yang
sangat penting. Karena tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak
milik melalui produksi.”

Dari beberapa pembahasan dalam referensi Islam (muamalah)
sebagaimana tersebut di atas tentang buruh, majikan dan hubungan kerja di
antara mereka, menurut penyusun sangat menarik untuk dapat menjelaskan
sebagai perbandingan terhadap hubungan kerja yang terdapat dalam UU No.
{3 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut,
penjelasan tentang hubungan kernja terdiri dan 17 pasal, yaitu pasal 50 sampai

dengan pasal 66 yang kesemuanya tercantum dalam Bab X.”

? Moh. Anwar, Figh Islam; Muamalat, Munakahat, dar Faraid, (Bandung: PT. Maarif,
1979), him.67

¥ Lihat Yusuf Kamal, Al-fsfam wa al-Mazahib al-Iqtisadiyah al-Mu asirat, (Mansurah:
Dar al-Wafa’ li at-Tiba’ah wa an-Nasyr, 1986), hlm. 150.

) Lihat UU No. 13 Tahun 2003, him. 58-76.



B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penyusun ajukan dalam

pokok masalah yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan hubungan kerja

antara buruh dan majikan dalam proses produksi menurut kajian terhadap

pasal 50-66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer. 13 Tahun 2003 dan

hukum Islam?

C. Tujuan dan Penelitian

1

L.

8]

L.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut
mengenai unsur-unsur dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan
dalam proses produksi menurut UU. No. 13 Tahun 2003 dan hukum
Islam.

Kegunaan Ilmiah

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan konstribusi
pemikiran menyangkut ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut hak
dan kewajibannya antara pekerja dan majikan dipandang dari perspektif

hukum positif dan Islam




D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hubungan antara buruh (tenaga kerja) dengan
majikan (atasan), penyusun menemukan banyak literatur. Dalam Xkajian
hukum positif terangkum dalam undang-undang UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.'” Dari segi literatur normatif syariat (Islam), juga
sudah banyak sumber tulisan, walaupun tidak dibahas secara khusus dalam
satu kajian buku seperti Ahmad Azhar Basyir yang menulis Refleksi Atas
Persoalan Keisluman Seputar Filsafut Hukum, Politik, dan Fkonomi,
menyertakan pembahasan di dalamnya tentang persoalan perjanjian kerja.
Tapi ada juga yang langsung membahas dalam satu persoalan perjanjian kerja
seperti Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis dalam buku Hukum
Perjanjian dalam Islam.

Imam Soepomo mantan guru besar hukum perburuhan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia dalam bukunya yang berjudul Hukum
Perburuhun Bidang Hubungan Kerju menjelaskan tentang riwayat hubungan
kerja, peraturan yang menyangkut hubungan kerja, hubungan antara buruh

dan majikan, serta perselisihan perburuhan.'"

19 Iihat Bab IX dari U/ Ri. No. 43 Tahun 2003, dan akan ditulis secara lengkap pada
bab pembahasan lebih lanjut.

)

Lihat Imam Soepomo, Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerja, Cet. 8, (Jakarta:
Djambatan, 1994). Dalam buku lain 1a juga menulis berbagai soal yang menyangkut hubungan
kerja, sumber hukum perburuhan, dan jaminan kesehatan kerja, keamanan kerja, dan jaminan
sosial. Lihat Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 1992).
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Lebth spesifik pengertian perburuhan, sumber-sumber hukum
perburuhan, hubungan kerja, penetapan upah, dan pemutusan hubungan kerja
ditulis oleh Halili Toha dan Pramono dalam Hubungan Kerja Antara Majikan
dan Buruh.'” Hampir senada dengan buku ini, juga ditulis oleh Abdul
Rachmad Budiono dalam Hukum Perburuhan di Indonesia. 1a menjelaskan
istilah, pengertian hukum perburuhan, sumber hukum perburuhan,
perkembangan perburuhan, hubungan kerja, pemutusan kerja dan jaminan
sosial, kesehatan tenaga kerja."”

Berbagai persoalan dan aturan yang menjabarkan tentang pemutusan
hubungan kerja telah ditulis oleh FX. Jumialdyi dalam Pemutusan Hubungun
Kerja. Dalam buku ini dijelaskan empat bagian yang menjelaskan tentang
pemutusan hubungan kerja demi hukum, pemutusan hubungan kerja oleh
buruh, pemutusan hubungan kerja oleh majikan, dan pemutusan hubungan
kerja oleh pengadilan.m) Bersama Wiwoho Soejono, ia juga menulis tentang
perjanjian perburuhan, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perburuhan,
hubungan perjanjian perburuhan dengan perjanjian kerja, dan pelaksanaan

hubungan perburuhan, pemogokan, dan hubungan perjanjian Pancasila. 15)

D ihat Halili Toha dan Pramono dalam Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh,
Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

1) Lihat Abdul Rachmad Budiono dalam Hukum Perburuhan di Indonesia, Cet. 2.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

~

') Lihat FX. Jumialdji, Pemutusan Hubungan Kerja, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta,
1992).

' Lihat FX Jumialdji dan Wiwoho Soejono, Pernjanjian Perburuhan dan Hubungan

Perburuhan Pancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).



Secara kuantitatif empirik yang berhubungan dengan perburuhan dan
ketenagakerjaan dijelaskan oleh Tadjuddin Noer Effendi dalam Sumber Daya
Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. la memberikan informasi angka-
angka pengangguran, kemiskinan, pengertian, pendekatan, dan masalah SDM
(Sumber Daya Manusia), peluang kerja di perkotaan dan pedesaan. 0

Perkembangan perburuhan di  Indonesia, konflik dan cara-cara
penyelesaiannya, diambil dari berbagai sumber seperti simposium, surat
kabar, dan seminar yang ditulis oleh Soetarto, Sukijat, Suhardi Prawironoto
dan lainnya, kemudian diedit oleh Agus Sudono dalam Perburuhan dari Masa
ke Musa. Dart sini dapat dipahami, bahwa persoalan perburuhan menjadi
bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. la tidak lepas dari
kepentingan antara pekerja dan majikan. Kewajiban upah, jaminan kesehatan,
sosial dan sebagainya dipaparkan beberapa penulis yang berbeda.'”

Dalam literatur Islam juga banyak kajian yang mengupas tentang
ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut hubungan antara buruh dan
majikan. Afzalur Rahman dalam Doktrin Ekonomi Islam, memaparkan bahwa
sistem dalam industri modern menempatkan buruh dan majikan menjadi dua
kelompok yang bertolak belakang. Walaupun ada langkah-langkah hukum

untuk melindungi hak-hak buruh, konflik tidak berkurang tapi ternyata telah

meningkat, sekalipun di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris.

'9) Lihat Tadjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan,

Cet. 2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995).

' Lihat Agus Sudono (ed.), Perburuhan dari Masa ke Masa, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka

Cidesindo, 1997).



Sedangkan Islam menghubungkan antara buruh dan majikan dalam jalinan
persahabatan dan persaudaraan, dengan saling mempercayai, niat yang baik
menghormati hak orang lain, persamaan, kejujuran, dan cinta kasih. Seorang
majikan Muslim tidak dapat dikatakan beriman, jika niatnya semata-mata
mencari keuntungan dalam industrialisasi.'®

Jika dilihat dart aspek ekonominya, kerja harus dijalankan menurut
perjanjian yang dibuat atas dasar keadilan dan tanggung jawab, baik dari
pihak pekerja maupun majikan. Seorang pekerja harus bertanggungjawab baik
kepada majikannya maupun Tuhan, untuk menyelesaikan pekerjaan yang
sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai kemampuannya. Kondisi-
kondisi dan butir-butir tertentu harus tercakup dalam perjanjian kerja, gaji
yang harus dibayar, kuantitas yang harus dihasilkan, atau kualitas yang harus
dicapai.'”

Yusuf Qardawi dalam konteks ketenagakerjaan bertitik tolak pada dua
unsur utama yaitu tanah (alam) dan kerja dalam kegiatan produksi. Tanah
adalah kekayaan alam yang telah diciptakan Allah untuk kepentingan
manusia, ditaklukkan-Nya untuk merealisasikan cita-cita dan tujuannya. Kerja
adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik

jasmani maupun akal pikiran, untuk mengolah kekayaan alam ini bagl

kepentingannya. Apakah orang yang bekerja itu untuk dirinya sendiri atau

'®) Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, alih bahasa Soeroyo dan Hudiyanto,
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 384.

19
27

Sayyid Husein Nasyr, “Pandangan Islam tentang Etika Kerja”, daiam Jurnal Ulumul
Qur’an, Jilid 6, Vol. H. 1990/1411 H, him. 7.
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untuk orang lain dengan mendapatkan upah, dari pribadi, yayasan,
perusahaan, atau pemerintah.””

Dalam konteks kajian ilmiah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, penulis menemukan prior research (penelitian terdahulu) yaitu
skripst Tirnojo yang berjudul “Mogok Kerja Buruh dalam Perspektif Hukum
Islam”. Secara umum kajian skripsi tersebut adalah aturan-aturan yang
semestinya berlaku bagi buruh dan majikan. Adapun apabila terjadi mogok
kerja, maka secara hukum tidak memutuskan hukum perjanjian awal, karena
perjanjian kerja/akad rjarah dalam hukum Islam bersifat akad /azim di mana
salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian kerja, harus ada
kesepakatan seperti pada awal perjanjian, disamping ifu pemogokan yang
dilakukan oleh para buruh tidak menghilangkan manfaat atas obyek akad.*"
Pada aspek tertentu, ada beberapa kajian yang sama antara skripsi Tirnojo
dengan apa yang penyusun bahas seperti pengertian buruh, majikan, hak dan
keduanya dalam tinjauan [slam, namun substansi kajiannya sangat berbeda.
Ini dapat dilihat pada masing-masing bagian analisisnya. Pembahasan dalam
skripsi ini adalah konteks hubungan kerja, dan dikaji dengan deskriptif
kompuratif  antara Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dengan hukum Islam, sedangkan kajian skripst Tirnojo

adalah mogok kerja perspektif hukum Islam.

2 Yusuf Qardhawi, “Kerja Merupakan Unsur Produksi Yang Terpenting”, dalam Peran
Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Cet. 1, (Jakarta:
Robbani Press, 1417 H/1997 M), hlm. 146.

Y 1 jhat Tirojo, “Mogok Kerja Buruh dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas
Syariah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.



E. Kerangka Teoritik
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh
anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.
Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga
sebagai faktor produksi mempunyai arti );ang besar. Karena semua kekayaan
alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh
buruh.*” Manusia juga diciptakan oleh Allah untuk bekerja, sehingga tingkat
keberhasilannya tergantung seberapa besar tingkat usahanya. Seperti firman
Allah:
B ST s sl g ) S E s S\ UL
Secara tekstual, 17 pasal (pasal 50-66) tentang hubungan kerja yang
tertuang di dalam bab IX dari UU RIL No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan sudah banyak menyangkut kerangka perikatan kerja buruh
dengan majikan. Dari proses dimulainya perikatan sampai diakhirinya
perjanjian kerja baik secara prosedural ataupun terpaksa.
[slam sebagai agama universal secara teks-normatif juga mempunyai
peraturan-peraturan jelas dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan.
Bahkan buruh/tenaga kerja nyata-nyata ditempatkan sebagai salah satu faktor

produksi.24)

) Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi fslam. Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
Wakaf, 1995), him. 248-249.

* An-Nisa (4) : 32.

) Produksi adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi

kebutuhan manusia, lihat Muhammad Bagr as-Sadr, Igtisaduna., him. 680.



Peraturan hubungan kerja dalam Islam tertuang dalam konsep ijarah.
Ijarah dapat didefinisikan suatu pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang
dikontrak tenaganya) oleh musta jir (orang yang mengontrak tenaganya) serta
pemilikan harta dari pihak musta jir oleh gjir>> Perikatan ijarah harus
didahului dengan aqad, yaitu bertemunya jab dengan gabul yang
menimbulkan akibat hukum pada objeknya%) dan dari sinilah timbul
perjanjian kerja. Jenis perikatan tersebut termasuk bagian dari ijarah ala nafs
al-amal (JoR\ & & 3)1x) yaitu pemberian imbalan akibat sesuatu
pekerjaan.””

Jjarah dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah alda manafi’ al-i yan
(0\,9‘}!‘ é\.u &5 8)\x!) yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat
dari sesuatu ain seperti sewa menyewa kendaraan. Dan Jjarah ala nafs al-amal

(Jordl bt & 8\l yaitu pemberian imbalan akibat sesuatu pekexjaan.zg)

Setiap proses produksi dalam sistem ekonomi akan menghasilkan dua
hal:
1. Barang atau jasa siap untuk dipasarkan (yaitu, menghasilkan supply atau

penawaran di pasar barang).

%) Tagiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam,
cet 4 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), him. 83.

26) Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,
(Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

) Abd ar-Rahman al-Jaziri, Figh Al al-Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991),
11:96.

2 bid.
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2. Imbalan-imbalan kepada faktor-fakior produksi yang digunakan dalam
proses tersebut yaitu upah atau gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk
pemilik modal, sewa untuk tanah dan sumber-sumber alam, dan
keuntungan untuk para pengusaha.””

Darn kedua hal dalam proses produksi tersebut, dapat dijadikan pijakan
dalam pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan kerja antara buruh dan
majikan perspektif UU No. 13 Tahun 2003 dengan Hukum Islam.

Dengan demikian tenaga kerja jika hanya diartikan untuk memproduksi
barang-barang bagi dirinya sendiri, maka tidak membutuhkan pembahasan,
sebab seberapapun hasil produksinya menjadi miliknya sendiri. Tetapi apabila
tenaga yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk orang lain
dengan konpensasi upah (qjr), maka masalahnya akan terkait dengan
ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut hukum.

Dan itu pun hubungan kerja terbatasi pada interaksi yang ada di
hngkungan suatu perusahaan saja, artinya pembahasan tidak meliputi suatu
hubungan kerja yang terikat dalam:

1. Perjanjian kerja di rumah, atau yang bersifat individual.

2. Dienstverhoeding atau hanya hubungan diperatas yaitu suatu perjanjian

vang mana pihak yang satu {majikan) berhak memberikan perintah-

) Budiono, Pengantar llmu Fkonomi Makro, Cet 20, (Yogyakarta: BPFE, 2001),

him 36-37.
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perintah yang harus ditaati oleh pihak oleh pihak lain (buruh) dengan
memberi upah (gaji).m

Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi atau kegiatan yang berhubungan di luar usaha
pokok (core business) suatu perusahaan. Seperti pelayanan kebersihan
(cleaning service), buruh/pekerja catering, atau satuan pengamanan

ﬂsecurity).3 b

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library
research) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan
penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat
kabar, dan karya ilmiah lainnya.”) Tentunya sumber tersebut berkaitan
dengan hubungan kerja antara buruh dengan majikan dalam perspektif UU

No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam.

Kosidin,

39 R Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1977), hlm 63, atau lihat Koko
Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan, (Bandung:

Mandar Maju, 1999), him. 2.

3 Lihat keterangan pasal 66, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Cet. 1, (Semarang:

Dahara Prize, 2003), him. 73.

him. 63.

32) Sutrino Hadi, Metode Penelitian Research, cet. 30, (Yogyakarta: Abdi Offset, 2000),




2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif” yaitu
dengan menggambarkan hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam
proses produksi menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan hukum Islam,
diantaranya meliputi pengertian dan dasar hukum buruh dan majikan, dan
hak dan kewajiban di antara keduanya. Kemudian deskripsi tersebut
dibandingkan antara dua perspektif undang-undang ketenagakerjaan dan
hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data
Berdasar pada jenis penelitian yang berupa penelitian pustaka
(library research), maka penyusun dalam pengumpulan data-data seperti
buku-buku dan surat kabar (koran, majalah, dan jurnal) yang menjelaskan
secara langsung atau pun tidak langsung tentang hubungan buruh dan
majikan dalam proses produksi menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan
hukum Islam.
4. Sumber Data
Adapun sumber data yang penulis gunakan terbagi dalam sumber
data primer dan data sekunder.
a. Sumber Primer, yaitu data utama yang langsung menerangkan tentang
hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam hukum positif yaitu
Bab IX dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan dalam sumber Islam, penyusun tidak menemukan kajian



16

yang secara khusus membicarakan tentang hubungan kerja antara
buruh dan majikan, namun dalam hal ini penyusun berpedoman pada
figh As-Sunnah As-Syyid Sabiq sebagai sumber primer .

b, Sumber Sekunder, literatur (sumber) data yang secara tidak langsung
menerangkan tentang hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan berbagai aspeknya.

5. Pendekatan Penelitian
Dengan menggunakan pendekatan confent analysis diantaranya
yaitu  dengan yuridis komparatif, —melalui pendekatan ini  dapat

ditemukan persamaan dan perbedaan yang dibandingkan”

6. Analisa Data
Analisa data penelitian adalah deduktif-komparatif. Artinya segala
yang terkait dengan 17 pasal tentang hubungan kerja dalam Bab IX dari
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kemudian dibandingkan
dengan pendapat pemikir atau pun ulama yang umum dari kalangan Islam
mengenai hubungan (hak dan kewajiban) antara buruh dan majikan dalam

proses produksi.

33 Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi [Imu Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him. 63
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G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripst ini lebih terarah dan sistematik, maka
penyusun membagi rangkaian penyusunan pada:

BAB I sebagai pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 11, berisi tinjauan tentang buruh, majikan dalam [slam. Kajian ini
membicarakan tentang pengertian buruh dan majikan, hubungan kerja dalam
[slam, hak dan kewajiban buruh dan majikan, landasan hukum perjanjian
kerja, dan pembatalan atau berakhirnya perjanjian kerja.

BAB [I, berisi hubungan kerja buruh dan majikan dalam UU No. 13
Tahun 2003. Dalam bab ini akan dijelaskan berbagai hal yang menyangkut
pengertian buruh dan majikan, hak dan kewajiban buruh dan majikan, hakikat
hukum perburuhan, yang terikat pada perjanjian perburuhan, hubungan kerja
menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebagai pelengkap penyusun sertakan juga pasal demi pasal yang menyangkut
hubungan kerja dalam Bab X, UU No. 13 Tahun 2003.

BAB IV adalah analisis. Dalam bab im1 akan dibahas tentang
persamaan dan perbedaan hubungan kerja buruh dan majikan dalam proses
produksi menurut pendapat ulama dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan tentang hubungan kerja menurut UU No. 13
tahun 2003 dan hukum Islam, maka penyusun dapat menyimpulkan
perbandingan di antara kedua sumber hukum tersebut:

1. Hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam proses produksi menurut
pasal 50-66 UU RIL No. 13 tahun 2003 dan hukum Islam, pada prinsipnya
sama-sama berlandaskan pada suatu perjanjian di antara mereka. Artinya
segala peraturan hak dan kewajiban harus telah ditentukan ketika perjanjian
dibuat, termasuk tentang waktu dan berakhirnya waktu bekerja.

2. Secara esensial pasal-pasal Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tentang
hubungan kerja tidak ada perbedaan secara eksplisit dengan hubungan
kerja dalam hukum Islam. Hanya yang terkait dengan spirit etos ker)a,
dalam pasal-pasal hubungan kerja versi Undang-undang Nomor13 Tahun
2003 tidak mengenal istilah ibadah. Sedangkan dalam Islam, walaupun
seorang buruh pada kenyataannya menjalankan proses produksi, tapi
sesungguhnya ia adalah seorang yang sedang menjalankan kewajiban yaitu
beribadah (ibadah) mencari nafkah dan mencari keridaan Allah. Juga dalam
Undang-undang Nomor13 Tahun 2003 tidak ada ketentuan-ketentuan halal
dan haram (yang berpedoman pada syariah) menurut apa yang diproduksi,
hanya menyebut tidak mengganggu ketertiban umum, kesusilaan, dan

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (pasal 52, ayat 1, huruf d).

81
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B. Saran

Kajian dan pembahasan yang sangat sederhana dalam skripsi ini,
penyusun berharap masih tetap berguna sebagai langkah lebih lanjut dalam
pengkajian UU No. 13 Tahun 2003. Karena kelahirannya yang baru dan masih
memunculkan kontra di kalangan buruh yang muaranya adalah tuntutan
keadilan dan standar UMR (upah minimal regional).

Hubungan kerja dalam Islam dapat diharapkan sebagai komponen
pembentuk dan pengisi hubungan kerja menurut hukum positif yang
berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Untuk dapat mencermati segala materi yang terdapat dalam UU No. 13
Tahun 2003 khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, penyusun
berharap masih ada peminat lain yang akan membahas lebih sempurna dan
lebih baik dari apa yang telah penyusun kerjakan sekarang. Wallahu a’alam bi

as-sowab.
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Bab
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11

23

...(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada
apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. ..

11

20
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22

22

25

25

36
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16

17

20

26

28

35

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-aqgad
itu...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan
(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh mereka mendapatkan
pahala yang tidak putus-putusnya

Yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang
yang telah memberikan karena aku lalu berkhianat, dan
orang yang membelikan barang pilihan, latu 1a makan
kelebihan harganya, serta seorang yang mengontrak
pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan
upahnya tidak dibayar.

Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.

Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering

Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggung jawabanya, seorang imam bertanggung-
jawab kepada rakyatnya dan kan dimintai pertanggung
jawabanya. Seorang laki-laki pemimpin dalam
keluarganya dan akn dimintai pertanggungjawabanya.
Seorang perempuan bertanggungjawab pada suaminya
dan akan dimintai pertanggung jawabanya. Seorang
buruh bertanggung jawab pada tuanya dan kan
dimintai bertanggung jawabnya.

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu?
kami telah mentukan antara mereka penghidupan
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah
meniggikan segaian mercka atas sebagian yang lain




beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat
tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka
kumpulkan.

28 36 Salah satu kedua orang itu berkata: “ya bapakku
ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita),
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang
paling kuat lagi dapat terpercaya.

28 37 Bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kering.

29 38 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha
penyayang kepadamu.

30 41 Siapa yang mengerjakan sescorang hendaklah 1a
memberitahukan kepadanya berapa bayarnya

v 67 14 Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah
pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang
saling ditentukan dalam akad tersebut.

71 18 Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari
keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat
batk.

72 19 Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar
berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal saleh dan naschat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-
menasehati supaya menetapi kesabaran.

77 26 Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang
dikaruniakan  Allah kepada sebagian kamu lebih
banyak dari sebagian yang lain Bagi orang laki-laki
ada sebagian yang lebih

|




Lampiran I

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

1. Al-Bukhari

Adalah ahli hadis, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibn
Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mugairah ibn Bardizabah al-Bukhari. Ia kemudian
terkenal dengan sebuatn Al-Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya. Ia
terkenal pengumpul hadis sahih yang terkenal dengan hadis-hadis dengan
sistematik figh. Kitab 1im berist 9082 hadis yang disebut secara berulang-
ulang. Hadis sejumlah ini dipilih dari 600.000 hadis yang diterimanya selama
16 tahun.

Kelebihannya dan keistimewaan Al-Bukhari banyak dikemukakan oleh
para ulama sezaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan bahwa
Bukhari termasuk ulama yang menguasai benar-benar hadis dan ia sigah.
Ishag Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainnya agar
mengambil hadis darinya, karena kualitas hadis-hadisnya, keluasan
pengetahuannya terhadap 1lmu agama khususnya bidang hadis.

2. 1Ibn Majah

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn Majah
al-Qazwainy yang lahir pada 816 (209 H). Ia banyak melakukan perjalanan
untuk mempelajari dan mendalami hadis seperti ke Irak, Siria, Hijaz, dan
Mesir. Dalam bidang tafsir, ia mengarang kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim.
Dalam bidang sejarah, ia menulis kitab at-Tarikh. Karyanya yang paling
terkenal adalah as-Sunan yang lebih dikenal dengan sebuta Sunan Ibn Majah.
Ia wafat pada 879 (237 H) dalam usia 64 tahun.

3. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dilahitkan di Yogyakarta pada tanggal 21
November 1928. Menamatkan sekolah rakyat Muhammadiyah di Suronatan
Yogyakarta tahun 1940. menamatkan Madrasah di Kauman Yogyakarta tahun
1944. mengikuti pelajaran di Madrasaah Salafiyah Pondok Pesantren Termas,
Pacitan, Jawa Timur Tahun 1942/1943, menamatkan Madrasah Mubalighin I1I
(Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 19446. Mulai
bulan Mei 11946 bergabung dalam Kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di
Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi
Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta, dan menyelesaikan Doktor I tahun
1956. Bulan Oktober 11957 bertugas belajar di Irak, dan hanya dapat
mengikuti kuliah di Fakultas Adab (sastra) jurusan sastra Arab Universitas
Baghdad sclama setahun. Bulan September meninggalkan Baghdad, pindah ke
Mesir, memperoleh master dalam ‘ulum Islamiyah Jurusan Syariah dan
Fakultas Darul Ulum, Universitas Kairo, dengan judul Tesis “Nizam al-Miras
fi Indonesia, Bainal ‘Urf wa Syariah al-Islamiyah” (Sistem waris di Indonesia,
menurut hukum adat dan hukum Islam). Sejak tahun 1968 menjadi staf



edukatif di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah
pendidikan agama Islam, dan filsafat Islam hingga sekarang. Disamping itu
Jjuga menjadi tenaga pengajar tetap di Universitas Islam Indonesia, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta dan Malang. Dosen tidak tetap Pasca
Sarjana [AIN Sunan Kalijaga dalam mata kuliah Filsafat Islam dan
Pascasarjana Ull bidang Ilmu Hukum dan Mata kuliah Aliraan Pikiran Islam;
Jabatan lain yang disandang adalah menjadi anggota tetap akademi figh Islam
OKI (wakil Indonesia), salah satu seorang ketua Bank Muamalat Indonesia,
dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-995.

I



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum;

c¢. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat
dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan d batal demi
hukum.

Pasal 53

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan
perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jents kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;



d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

1. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(1)Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

( 1)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang
kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama,
serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu)
perjanjian kerja

Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas
persetujuan para pihak.

Pasal 56

(1)  Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan
dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang
berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58

(1) Penjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.




(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang
disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka wakitu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu
tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu
berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada
pekenja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah
melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian
kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini
hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 60

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan
masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksug datam ayat
(1), per\gusaha dilarang membayar upah di bawah upgh minimum
yang ber alqi



Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

4

)

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau
beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau
hibah.

Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh
menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Dalam hal pengusaha, orang persecorangan, meninggal dunia, ahli waris
pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan
pekerja/buruh.

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak
mendapatkan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau
berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

Pasal 63

a. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang
bersangkutan.
b. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang
kurangnya memuat keterangan :

a. nama dan alamat pekerja/buruh;

b. b. tanggal mulai bekerja;

c. jenis pekerjaan; dan

d. besarnya upah.



Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. dilakukan secara terpisah darn kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung
dari pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk
badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya
sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan
pemberi pekerjaan atau sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain
dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh
dengan perusahaan penerima pemborongan beralth menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih. kg perusahaan pember pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hlb‘ﬁ”%%'k@lja pekerja/buguk

dengan pemberi pekegjaan sesyai dengap. hyfwnggn. kerja sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7). ! . W




Pasal 66

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau
perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

¢. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja,
serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/ouruh
dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang
berbadan hukum dan memiliki izini dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi,
maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.”
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